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PUTUSAN
Nomor 740/Pdt.G/2020/PA.Pkb

B\ P TR z
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Nik. , tempat tanggal _, 12 April 1996 (umur 24 tahun), agama Islam,

Pendidikan SD, pekerjaan lbu rumah tangga, tempat

kediaman di RT.004 RW.003 Desa _ Kecamatan
_,Kabupaten _, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, Nik. _, tempat tanggal lahir _, 30 Oktober 1991 (umur 29 tahun), agama
islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, Tempat kediaman
di RT.003 RW.003 Desa _ Kecamatan _,Kabupaten _,

Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18

November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan
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Balai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 740/Pdt.G/2020/PA.Pkb,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal
03 Nopember 2013, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan _
Kabupaten _ Propinsi Sumatera Selatan dengan kutipan akta nikah Nomor : _
tanggal 03 Januari 2014;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang
tua Penggugat di Desa _ Kecamatan _ selama lebih kurang 3 (tiga) tahun
setelah itu Penggugat dengan Tergugat menempati rumah sendiri di Desa _
Kecamatan _ sampai berpisah sekarang;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
berhubungan

layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
3.1. _, laki-laki umur 5 (lima) tahun dan
sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 (tiga) hari, akan tetapi sejak tanggal
06 Nopember 2013,rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:

4.1. Tergugat, malas bekerja sehigga kebutuhan ekonomi sehari-hari
Penggugat dengan Tergugat masih bergantung pada orang tua
Penggugat;

4.2. Tergugat, selalu bersikap kasar kepada Penggugat;

4.3. Tergugat, sering melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tanga) kepada
Penggugat;

4.4, Tergugat, kurang bertanggung jawab;

5. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada
tanggal 18 Agustus 2017, dikarenakan ketika itu Penggugat ingin menelpon
orang tua Penggugat namun Tergugat marah dan merebut Handphone

Penggugat serta mendorong Penggugat hingga Penggugat jatuh ke lantai dan
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Tergugat langsung menginjak dada Penggugat sehingga terjadilah
pertengkaran dan percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat sampai
akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak saat itulah antara
Penggugat dengan Tergugat berpisah bahkan selama berpisah pun Tergugat
tidak pernah lagi peduli bahkan tidak lagi menapkahi Penggugat baik lahir
maupun bathin yang sampai saat ini sudah berjalan selama lebih kurang 3
(tiga) tahun 3 (tiga) bulan dan sekarang Penggugat tinggal dirumah orang tua
Penggugat di Desa _ Kecamatan _ sedangkan Tergugat bertempat tinggal di
rumah paman Tergugat di Desa _ Kecamatan _;

6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan
ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan
tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi
untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan
terbaik yang harus ditempuh;

7. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian
ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah
warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan,

Bahwa, berdasarkan alasan — alasan tersebut di atas maka Penggugat
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis
Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa,
mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :
Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat
(Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

menghadap ke persidangan sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap
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ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil
atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak
datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sabh;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan
mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada

dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya
dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud

dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat
didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga
pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke agenda pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :
A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan _ |

Kabupaten _ Nomor _ tertanggal 03 Januari 2014, yang bermaterai cukup dan

telah sesuai dengan aslinya (Bukti P)

B. Bukti Saksi.

1. Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,
bertempat tinggal di RT 003, Desa _ Kecamatan _ Kabupaten _, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di _ di rumah

orangtua Penggugat lalu pindah ke rumah milik bersama;
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- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang
anak;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis,
namun sudah lebih dari 2 (dua) tahun Tergugat telah perqgi
meninggalkan Penggugat;

- Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut saksi tidak pernah
melihat lagi Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa selama kepergiannya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah
pada Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak
berhasil;

2. Saksi 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani,
bertempat tinggal di RT 002 RW 002 Desa _ Kecamatan _ Kabupaten _, di
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
sebagai Tetangga Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang
anak laki — laki;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis,
namun kemudian terjadi ketidakrukunan antara keduanya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang
lebih 3 (tiga) tahun karena Tergugat pergi dan setelah itu keduanya tidak
pernah kembali bersama lagi;

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saksi tidak
mengetahui sekarang Tergugat tinggal di mana;

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk mempertahankan

rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;
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Bahwa atas pernyataan saksi — saksi tersebut Penggugat tidak merasa
keberatan ;

Bahwa setelah Penggugat mengajukan alat bukti otentik dan saksi — saksi,
kemudian dalam kesimpulan secara lisan Penggugat tetap pada gugatannya ingin
bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka perkara ini
adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang — orang
yang beragama islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 40 Undang — undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
Pasal 49 ayat (1) Undang — undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan
Undang — Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang — Undang
Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili
perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa berdsarkan pengakuannya, Penggugat berdomisili di
Kecamatan _ Kabupaten _ yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama
Pangkalan Balai dan sesuai dengan maksud Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang —
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan
Undang — Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang — Undang
Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan
Agama yang meliputi domisili Penggugat sehingga Pengadilan Agama Pangkalan
Balai berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh

karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;
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Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan
sedangkan Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain atau kuasanya
untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan ketidak
hadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, maka
Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149
ayat (1) R.Bg gugatan dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat
(verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat
agar rukun kembali dan membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat
namun tidak berhasil, hali ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4)
Undang — undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang — undang Nomor 3 Tahun 2006
jo. Undang - undang Nomor 50 Tahun 2009 tetang Peradilan Agama dan
ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat
untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan,
dan berdasarkan Bukti (P) tersebut yang merupakan akta otentik dan telah
bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara
Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 3
November 2013 di KUA Kecamatan _ Kabupaten _, sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti antara Penggugat
dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah
sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019;
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut,
Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di
bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi
tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Saksi |
Penggugat telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya semula
rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sudah lebih dari 2 (dua)
tahun Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, semenjak kepergian
Tergugat tersebut saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat pulang ke rumah
orangtua Penggugat, selama kepergiannya Tergugat tidak pernah memberikan
nafkah pada Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan
namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Saksi I
Penggugat telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya semula
rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun kemudian terjadi
ketidakrukunan antara keduanya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun karena Tergugat pergi dan setelah itu keduanya
tidak pernah kembali bersama lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan
saksi tidak mengetahui sekarang Tergugat tinggal di mana, saksi sudah
menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan
Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi | dan Saksi Il Penggugat bersesuaian
dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang
saksi tersebut memenuhi Pasal 307 RB.g ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan
dengan bukti (P) serta saksi 1 dan saksi 2, maka Majelis telah memperoleh fakta

kejadian sebagai berikut :
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada
tanggal 03 November 2013 di KUA Kecamatan _ Kabupaten _ yang telah
dikaruniai 1 orang anak dan belum pernah bercerai;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah lebih dari 2
(dua) tahun dan sejak berpisah keduanya tidak pernah kembali bersama lagi;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk berdamai
namun tidak berhsail;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perspisahan selama lebih dari 2 (dua) tahun, yang disebabkan Tergugat pergi, dan
setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali Bersama lagi, antara
Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga ataupun oleh saksi —
saksi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat yang telah disebutkan diatas, sudah tidak ada kebahagiaan dan
ketentraman lagi dalam berrumah tangga diantara keduanya, bahkan dengan
berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi sikap saling
memperdulikan, saling sayang dan saling perhatian yang seharusnya hal tersebut
dibangun terus untuk mencapai tujuan dari suatu pernikahan. Namun jika
kebahagiaan dan ketentraman itu tidak ada dalam sebuah rumah tangga maka
tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah
dan rahmah tidak dapat diwujudkan sebagaimana tujuan pernikahan yang
disebutkan pada Pasal 1 Undang — undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan Q.S Ar —

Ruum ayat 21 :

S\ T2 e o Zo. . oBte T o (ol | 3 way 12 (o) L 29F e Wt ot LT e -

O da>j5 854 oSy ez L@_Jl/ lgSeed) gl aSewadl (e pSIGL ) a5L) e
OpRiE il 5 (8

Artinya : “ Dan diantara tanda — tanda kekuasan-Nya ialah Dia menciptakan

untukmu istri — istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
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merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramurasa kasi
dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar — benar
terdapat tanda — tanda bagi kaum yang berfikir”.
Menimbang, bahwa dengan tidak adanya upaya atau itikad baik dari
Tergugat, bahkan selama kepergian Tergugat tidak memenuhi kewajibannya
sehingga keadaan Penggugat tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang

terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz Il halaman 290;
zodl ol casslsl Gyl uoladl o willas ol az9 30 Ol

Artinya : “Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan
agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah

berbuat memadhorotkan dirinya”;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk
memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi
mendatangkan kemaslahatan, justru akan mendatangkan kemadharatan bagi
Penggugat dan Tergugat, dan kemadharatan tersebut harus dihilangkan oleh
karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga
tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas Tergugat telah lama meninggalkan Penggugat, kemudian tidak ada
komunikasi yang baik dari Tergugat, sehingga masing — masing pihak tidak dapat
menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, maka hal tersebut telah
menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) sebagaimana sejalan
dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17
Maret 1999 yang menyatakan bahwa: “hidup berpisah tidak dalam satu tempat

kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan
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bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup beralasan sesuai alasan
perceraian”.,

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap
telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya
gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan,
maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain
sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat
(Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp. 916.000,- (Sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 Masehi. bertepatan
dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah. Oleh kami Rifky Ardhitika, S.H.I.,
M.H.I sebagai Ketua Majelis, Nita Risnawati, S.Sy dan serta Fitria Saccharina
Putri, S.H.l., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut
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dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Igbal, S.H.. sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota Ketua Majelis,
D.t.o D.t.o
Nita Risnawati, S.Sy Rifky Ardhitika, S.H.l., M.H.I
D.t.o

Fitria Saccharina Putri, S.H.I.,
Panitera Pengganti,

M. Igbal, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran . Rp 30.000,-
Biaya Proses : Rp 50.000,-
Biaya Pemanggilan " Rp 800.000,-
PNBP panggilan | Penggugat & Tergugat : Rp 20.000,-
Biaya Redaksi " Rp 10.000,-
Biaya Materai " Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 916.000,-

(Sembilan ratus enam belas ribu rupiah)
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